PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 2 TAHUN 1962 ( 2/ 1962)
TENTANG
KEWAJI BAN PERUSAHAAN M NYAK MEMENUH KEBUTUHAN DALAM NEGER

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a. bahwa m nyak bum dan hasil- hasilnya nerupakan bahan yang
sangat panting buat rakyat dan negar a;

b. bahwa karena itu nenganggap perlu nmewaji bkan senua perusahaan

m nyak di Indonesia ikut serta nenmenuhi kebutuhan dal am negeri
akan m nyak bum dan hasil-hasil nya

Mengi ngat :

a. Pasal 22 Undang- undang Dasar;

b. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang pertanbangan
M nj ak dan Gas Bum ;

C. Keput usan Presiden No. 476 tanggal 28 Agustus 1961,

d. Surat  Keputusan Menteri Perindustrian Dasar/ Pertanbangan
tanggal 26 Mei 1961 No. 1559/ M Perdataan/ 61 tentang Peraturan
Lapangan/ Tugas Pekerjaan , Susunan dan Pinpinan Departenen

Peri ndustri an Dasar/ Pert anbangan;

Mendengar :
Pi npi nan Dewan Perwaki |l an Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menet apkan

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang
Kewaj i ban Perusahaan M nyak nenenuhi kebut uhan

dal am neger i

Pasal 1.

Semua perusahaan mnyak di |ndonesia diwajibkan ikut serta
nmenmenuhi kebut uhan dal am negeri akan hasil-hasil pengol ahan m nyak
bum .

Pasal 2.

Bahagi an masi ng- masi ng perusahaan dal am m nyak bum dan hasil -
hasi |l nya seperti tersebut dalam pasal 1 ditetapkan nenurut sistim
pro rata penghasilan mnyak nentah dari nmasing-masing perusahaan
m nyak.

Pasal 3.

(1) Perusahaan-perusahaan yang nenpunyai penyulingan sendiri
wajib nenerima dan nengolah mnyak nentah dari  perusahaan-
perusahaan yang tidak nenpunyai penyulingan, sepanjang m nyak
mentah itu nenjadi bagi annya untuk nenmenuhi kewaji ban-kewaji ban



menurut Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni

(2) Dal am hal perusahaan-perusahaan bersangkutan tidak dapat
menmenuhi kewaj i bannya sendiri sebagai tersebut dalam pasal 1 dan 2
maka perusahaan- perusahaan tersebut diwajibkan nenyedi akan ganti nya
sesuai dengan kewajibannya dengan nengutamakan penbelian M nyak
Bumi dan hasil-hasilnya dari perusahaan-perusahaan M nyak Negara
dengan nenbayar nil ai nya dal am val uta asing.

Pasal 4.

Menteri Perindustrian Dasar/Pertanbangan nenganbil tindakan-
ti ndakan pel aksanaan agar supaya tiap perusahaan m nyak nenenuhi
kewaj i bannya seperti di maksud dal am pasal 1, 2, 3.

Pasal 5.

Hal - hal pel aksanaan yang belum cukup diatur dal am Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-undang ini akan ditetapkan |ebih
| andj ut ol eh Menteri Perindustrinn Dasar/ Pertanbangan

Pasal 6.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mnulai berl aku
pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan
Pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1962.
Presi den Republi k I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakart a.
pada tanggal 12 Mei 1962.
Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
UNDANG NOMCR 2 TAHUN 1962
TENTANG
KEWAJI BAN PERUSAHAAN M NYAK MEMENUH
KEBUTUHAN DALAM NECERI



l. UMUM

Pemakai an mnyak bum dan hasil-hasilnya dinegara kita
mer upakan soal penting, karena pengaruhnya yang anmat |uas dal am
bi dang ekonom, politik dan pertahanan.

Karena itu Penerintah nenganggap perlu nengi kut -sertakan senua
per usahaan m nyak yang berada di |ndonesia dal am nenmenuhi kebut uhan
dal am negeri akan m nyak bum dan hasil -hasil nya.

Dal am nenmenuhi  kebutuhan tersebut diatas, tiap-tiap perusa-
haan nmem kul kewajiban yang perbandi ngannya disesuai kan dengan
per bandi ngan hasil m nyak mentahnya.

Per usahaan- perusahaan mnyak yang nenpunyai penyul i ngan
sendiri wajib nenerima dan nengol ah m nyak nentah dari perusahaan
yang tidak menpunyai penyulingan dan segala ongkos penyulingan
di t anggung ol eh perusahaan yang tersebut terakhir.

Dal am hal sesuatu perusahaan berhubung dengan kapasitas
penyul i ngannya tidak dapat menenuhi kewaj i bannya perusahaan
tersebut harus nenggantikannya dengan nenbeli mnyak bum dan
hasil -hasil nya dari perusahaan mnyak dalam negeri dengan
nmengut amakan per usahaan Nasi onal

Dal am hal ada penbelian dari perusahaan |ain dalam negeri
ni l ainya harus dibayar dalam valuta asing, dengan tidak mengu-
rangi berl akunya per aturan-peraturan devisen yang ada.

1. PASAL DEM PASAL.

Cukup j el as.

Ter masuk Lenbar an- Negara tahun 1962 No. 18
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1962/ 18; TLN NO. 2430



